BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 46
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

bahwa sehubungan dengan diterbitkanya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2019
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
maka perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan
Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Perubahan Keenam Peraturan Bupati Aceh
Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah.

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Daerah Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) jo. Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3034);




2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

6. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Tengah Tahun 2011 Nomor 211) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Peraturan Bupati Aceh
Tengah Nomor 19 Tahun 2019 Berita Daerah Kabupaten Aceh
Tengah Tahun 2019 Nomor 727);

7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang
perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67
Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 Nomor 228);

8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Tengah Tahun 2015 Nomor 407).

MEMUTUSKAN......



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor
46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diubah sebagai berikut :

1. Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 A

(1) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang
membidangi  urusan = pemerintahan di = bidang
Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah
dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko
kartu tanda penduduk elektronik.

(2) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilarang tumpang tindih pendanaannya
dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dimaknai penyediaan setiap keping blangko kartu tanda
penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber
dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan
dan belanja negara.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya
dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

2. Di antara BAB V dan VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB V A
dan disispkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42 A, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

BAB V A
SANKSI

Pasal 42 A
(1) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenakan

sanksi.
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(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa peringatan tertulis, penundaan/ penghentian
pencairan/ penyaluran Hibah yang diberikan secara
bertahap sesuai ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

(3) Bupati melalui Sekretaris Daerah dan OPD terkait
menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai sanksi administratif bagi penerima
Hibah ditetapkan dalam NPHD.

Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya
dalam berita daerah.

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal 1 Agustus 2020
P BUPATI ACEH TENGAH

HABELA ABUBAKAR
Diundangkan di Takengon

pada tanggal | Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH ()
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